
 

 
 

 
 

BUPATI KAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR  7  TAHUN 2021  

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KAPUAS, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah 
Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 

untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD 
Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 
dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan badan 

dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 

d. berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kapuas; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembar negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembar negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4438); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor  42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Tahun 

2018 Nomor 532); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 33); 

13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas (Berita Daerah 

Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 55); 
 

 
MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN 
KAPUAS. 

   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas. 
5. Bupati adalah Bupati Kapuas.  
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kapuas. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
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8. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Pelindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas.  
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan  

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas. 
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas 
Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kapuas. 

11. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit 
pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah daerah dalam 

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang 
mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan 
khusus, dan masalah lainnya. 

12. Kepala UPT adalah Kepala UPT PPA pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kapuas. 

13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, 
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

16. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN 
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi 
keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 
17. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang 

menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV. 
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri 

dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka 
kredit. 

19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal 2  
  (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT PPA pada 

Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kapuas. 

(2) UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan  Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas masuk 

Klasifikasi Kelas B. 
 

  BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 3 
(1) Susunan Organisasi UPT PPA terdiri dari : 

a. Kepala UPT; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) UPT PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bagan Struktur Organisasi UPT PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
 

 

 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI  
 

Pasal 4  

(1) Kepala UPT mempunyai tugas untuk memimpin, 
mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam 

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 
perempuan dan anak yang mengalami masalah 
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lainnya. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana 

program dan kegiatan serta anggaran UPT PPA; 

b. pengoordinasian dan mengendalikan semua 
kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT PPA; 

c. penyusunan program kerja UPT PPA; 

d. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
e. pelaksanaan mengevaluasi hasil kerja UPT PPA; 

f. pelaksanaan membina dan meningkatkan 
kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT 
PPA;  

g. penyusunan administrasi UPT PPA; dan 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.; 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas: 
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a. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi 

perencanaan dan program UPT; 
b. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan 

administrasi keuangan; 
c. menyelenggarakan pengendalian administrasi 

anggaran belanja; 

d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan 
administrasi keuangan; 

e. menyelenggarakan program kerja UPT; 
f. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan 

naskah  dinas; 

g. menyelengarakan pelayanan terpadu kepada 
perempuan dan anak korban kekerasan; 

h. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak di berbagai bidang 
pembangunan; 

i. menyelenggarakan penyediaan rumah perlindungan  
sementara/rumah aman bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang; 
j. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, 

penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan 
rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor; 

k. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan 

keamanan kantor; 
l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

m. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit  Kerja 
terkait; 

n. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat 
Internal UPT; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Atasan sesuai dengan tugasnya. 
(4) Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dapat berkoordinasi dengan: 
a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan 

fasilitas layanan kesehatan lainnya; 

b. Balai Pemasyarakatan; 
 

c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian 
Daerah; 

d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi; 

e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; 
f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI); 

g. Kantor Wilayah Kementerian Agama; 
h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 
i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 
j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan 

k. Institusi lainnya. 
(5) Kepala UPT PPA menyampaikan hasil pelaksanaan 

tugasnya kepada Kepala Dinas. 
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BAB V 

KELOMPOK JABATAN 
 

Bagian Kesatu 
Jabatan Pelaksana 

 

Pasal 5 
(1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan 

hasil analisis jabatan dan beban kerja. 
(2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud 
ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 
perangkat daerah. 

(4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan 
Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural 
dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan 

Pelaksana. 
(7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana 

sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala 

Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala 
UPT. 

 
 

Bagian Kedua 

Jabatan Fungsional 
 

Pasal 6 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau 
berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan 
tugas.  

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah 

dan beban kerja. 
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan  

perundang–undangan. 
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BAB VI 

TATA KERJA 
 

Pasal 7 
 

(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas dan UPT 
disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar 

Operasional Prosedur (SOP). 
(2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual 

dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar 
Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan 

Perundangan-undangan. 
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas 

Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kapuas dan UPT wajib menerapkan prinsif 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik 
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan 

instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai  dengan 
tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas 

umum Penyelenggaran Negara. 
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas 

Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kapuas dan UPT wajib mengawasi, 
memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta 

memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 
dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas 

Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kapuas dan UPT wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada 
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara 

berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada 
satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja 
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 

masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib 
mengadakan rapat berkala. 

(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di Lingkungan 

Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kapuas dan UPT berhalangan maka tugas 
pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan 
satuan organisasi setingkat dibawahnya. 
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BAB VII 

KEPEGAWAIAN DAN ESELON 
 

Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

 

Pasal 8 
 

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Kepala Dinas Pemberdayaan  Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kapuas berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang 
Urusan Pemerintahan yang ditangani. 

 

 

Bagian Kedua 
Eselon  

 
Pasal 9 

 

Kepala UPT Klasifikasi Kelas B yang merupakan Jabatan 
Pengawas atau jabatan struktural eselon IVb. 

 
 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 10 

 
Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Kapuas dan sumber lain yang sah dan 
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 11 
 

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka 
semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak 
yang telah dibentuk oleh pemerintah sebelum Peraturan 

Bupati ini ditetapkan untuk segera menyesuaikan dengan 
Peraturan Peraturan Bupati ini. dengan masa toleransi 
selama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan 

Bupati ini. 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 12 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 
 
 

 Ditetapkan  di Kuala Kapuas  
 pada tanggal 16 Juni 2021 
  

 BUPATI KAPUAS, 
  

 ttd 
  
 BEN BRAHIM S. BAHAT 

  
Diundangkan di Kuala Kapuas   

pada tanggal 16 Juni 2021  
  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

 
                             ttd  
  

                      SEPTEDY  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 7  
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LAMPIRAN   

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR  7  TAHUN 2021 

TENTANG 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA  DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN 
KAPUAS 

 

 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA  DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA KABUPATEN KAPUAS 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 BUPATI KAPUAS, 
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 BEN BRAHIM S. BAHAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK  
JABATAN  

FUNGSIONAL 

 

 

KEPALA UPT 


